GUBERNUR KAI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2021 |

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSL SERTA-' o
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa}. Q7" ayat (1)'-'_' e
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 teﬂtang;-_ i
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan: o
Peraturan Pemerintah Nomior 72 Tahun 2020 te:ntang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomo:t 18 RO
Tahun 2016 tentang = Perangkat Daemh:ﬁ__--_.'- SR
mengamanatkan bahwa Perangkat - Daerah yang ooty
pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat'-:ﬂ_ e
dilaksanakan oleh kelompok 3abatan fungsional, oo
menghapus unit organisasi yang tugas’ dari fungsmya; pEEE
telah digantikan secara penuh oleh’ keiompok Jabatan' PRI ST e
fungsional; . S

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) hmuf E R T o
b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara = = = .
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Tentang penyetaraan Jabatan Admmzstram ke o
Jabatan  Fungsional, — mengamanatkan = bahwa ~ .
peyetaraan jabatan dilakukan pada mstansz Daerah I L |

c. bahwa dalam rangka mewmgudkan ‘birokrasi. yang S
dinamis dan profesional sebagai upaya. penmgkatan':' PRSP VRS
efektivitas dan efisiensi guna mendui«kur;g kinerja-
pemerintah daerah, perlu dilakukan: penvederhanaan' S R
birokrasi melalui penyetaraan gabatan admzmstrasat ke__'-'f R R N
dalam jabatan fungsional; S RSP

d. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaam&ma i
dimaksud dalam huruf a, humf b, dan: huruf C, periu L :_: B
menetapkan Peraturan . Gubernur = tentang .
Kedudukan, Susunan Orgamsam ’Fugas dan Fung%z,';_ RSl EeRt
serta Tata Kerja Badan Penanbguiangzm Bencanai S
Daerah Provinsi Kalimantan Barat; ' -

HARG PERANGHAT DAERAH
HT{E{KI}E PREMRAKARGA
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Pasal 18 ayat (6) Undang-»Undang Dasar Negara '
Republik Indonesia Tahun 1945; : : :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ten’ta;ng
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom ~Provinsi -

Kalimantan = Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran l\legara Republil
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang . = |

Aparatur S8ipil Negara (Lembaran Negara Repubhhf :
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran'
Negara Republik Indonesia Nomor o494); :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangf .

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repmbhk.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahm
Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Nomor 5587’) OSSR BN IS B

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan- terakhzr'

dengan Undang-Undang Nomér 11 Tahun 2020{:_,""5.:_.‘ o
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republﬂi__._ o i
Indonesia Tahun 2020 Nomor 2435; Tambahan' R P

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3)5

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang. o

Perangkat Daerah (Lembaran Negala Repubhk!'_;'_::_. Bty

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan =~ -~

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887): i

sebagaimana telah diubah dengan = Peraturan =

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ientang Perubahan RS
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 - EEIES
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republzk]: S
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1187, Tambahaﬂ”’ o

Lembaran Negara Republik Indones:ta Nomor 6402)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang T
Manajemen Pegawai Negeri Slpll (Lembman Negara . = o
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan == o
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037}'
sebagaimana  telah  diubah dengem “Peraturan T
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ten‘i.ang Perubahan" RS EUO RS I
Atas Peraturan Pemerintah Nomior 11 Tahun 2017 SR
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, -
Tambahan Lembaran Negara Repubhla Indonesm :

Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunasn . Aparatur Negara- i .

Dan Reformasi Birokrasi Némor 17 Tahun 2021-3'_'1 S
Tentang Penyetaraan Jabaian Admm1st1a81 ke'if___'__:' R
Jabatan Fungsional (Berita Negara Repubhk Indonesm- e

Tahun 2021 Nomor 525);
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara |
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 =
tentang Penyederhanaan Struktur Orgamsas1 Pada = I

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

546);

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nemor" o oE

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun - 2016 tentang? ST R i
Pembentukan dan Susunan Perangkat ‘Daerah' .
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi®
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor '8, Tambahan T B
Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Barat Nomoﬁ_" R
6} sebagaimana telah diubah beberapa kali dan- . .
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tﬁhun: B PSS
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bt
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan = |
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daezah S

Provinsi Kalimantan Barat Nomor S);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN e
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN - BENCANA;:-

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemermtahan oleh'_-ﬁ' R I
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -lnasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Inéenewa_f S R
sebagaimana dimaksud dalam UndangmUndang Dasar Negara Repubhk'- o

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara o e
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerm‘tahan_'__ P R D

yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barai:
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. :
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provmsz Kahmantan Barai

o

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi kaizmantan Barat Yamr_'_.: __
selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan ER e
urusan pemerintahan di bidang penanggulangan beneaﬂa daerah dan-f.{

kebakaran.

ARG PRRANGHAT DARRAH ASETEN 1 e |
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Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawal Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjuinya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan
baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan
dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
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21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan =~ -
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan - dan’ )
evakuasi  korban, harta benda, pemenuhan . ke}jiztuh'aﬁ""-_'das';’ar','i_
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan
prasarana dan sarana. ;

22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan ;
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca o
bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau’ Dberjalannya .
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada:
wilayah pasca bencana. e

23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, -
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada - tinglat - |
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran ulama. tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya - -
hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran- serta msyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasayakat pada wilayah pasca bencana. . 0

24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik = geologis,  biclogis;
hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan =
teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu - tertentu yang.
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan R
mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya Sl
tertentu. - R s E

25. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk . T
mengurangi  atau menghilangkan resiko bencana, baik. Smelaluit
pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan  pihak  yang .
terancam. T B SRR o

26. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana
pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu vyang dapat. berupa
kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, =
kerusakan atau kehilangan harta dan ganggiian kégiatanirﬁaéﬁy'araké{t{ e

27. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk’ .

memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan daruiat, I SRSEIOUME IS RUE
28. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang:ditetapkan
oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi
Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi benicana. B i}
29. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipalsa
keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka walktu yang belum pasti -
sebagai akibat dampak buruk bencana. - T T A
30. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang vang menderita atau -
meninggal dunia akibat bencana. T

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan vang _beri{édu_diﬂ{an ch bawah C*iem
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. o

BARG PERANGEAT DAGRAY
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BAB Iil
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di
bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD
menyelenggarakan fungsi :

&.

b.

perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah dan
kebakaran; '

perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

pelaksanaan koordinasi, komando, penanggulangan bencana dan
kebakaran secara terintegrasi pada pra, tanggap darurai, dan pasca
bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan
rekonstruksi;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan
rekonstruksi;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPRD;

pelaksanaan administrasi di lingkungan BPBD; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan vang diberikan oleh
Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pagal 5

(1} Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

a. Kepala Badan;

HARD PREA ARIRTEN 1 LRETIA
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Sekretariat;

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
Bidang Kedaruratan dan Logistik:
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
Unit Pelaksana Teknis; dan

I A

Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyal tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
BPBD di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Badan mempunyai fungsi :

a.

ga

penetapan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstrukgsi;

perumusan kebijjakan di bidang pencegahan __.cian' kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi; -
pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pencegahan - dan
kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi = dan
rekonstruksi; : ' '

pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang’ -ﬁelicég'ahérﬁ _-'-c_lan '_
kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta 'r'eh'abﬂ_itasi g _-daﬁ R

rekonstruksi;

penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahaﬂ dan kesnapmagaan _
kedaruratan dan logistik, serta rehabﬂrtam dan rekonstmkm sesual_ e

ketentuan peraturan pex‘undang undangan R o
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm da lmgkungan EPBD

pelaksanaan monitoring dan evalua51 penyelenggaraan 1eformas1 b1rokram,_ff;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemermtah (SAKIP} dan_pe}ayanan_-*

publik di lingkungan BPBD,;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyeienggaraan kegxatan dl - sl

bidang pencegahan dan kesmpszagaan kedaruratan da:n Iog;smk serta"_--'{f

rehabilitasi dan rekonstrulesiy- Foe
KARD PRRANOAT BAPRAR | il o ;&mm,& I
HUROM | o PmbmagaRsa - ) D00 ]
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i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubermur berkenaaﬂéengaﬂ
perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan
bencana daerah dan kebakaran yang diberikan oleh Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-»undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal O

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan dan administrasi di lingkungan BPBD.,

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

¢. pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta
keuangan dan aset di lingkungan BFBD;

€. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan
BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuan:gan dan aset di
lingkungan BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan
BPBD; '

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
sekretariat;

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekreta riatamn; =

HAT DARRAK

HARD PR

HURUM P x\!nf{;%&ﬁﬁ,

ABIBTEN T BEHDA-

S




-9g-

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan BPBD; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian
Umum dan Aparatur.
{2} Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat
(1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang
umum dan aparatur, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
umum dan aparatur di lingkungan BPBD;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang umum dan aparatur
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Umum dan Aparatur;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan
oleh sekretaris.
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Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana d1ma1<sud dalam Pasal 53_

ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah v

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mf@nyiépkaﬂ ‘bahan. & __
dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan ‘kesiapsiagaan

bencana, serta bertanggungjawab memimpin seluruh keglataﬁ peiayanan dan_ :
administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. )

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang'fi

Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pencegahan daﬂ I{esiai)siagéén"

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bxdang pencesahan_-_. o

dan kesiapsiagaan bencana;

c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penoegahan dan AN E

kesiapsiagaan bencana;

d. pembinaan dan pengawasan terhadap peiaksanaan tugas dar fungsz di.
bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana seguaz ketentuan:-_]f_ :

peraturan perundang-undangan;

e. penyelenggaraan urusan di bidang pencegahan dan kes;apmagaan bencana'ﬁ SR

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.  penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminisifré;si 'di"" 'B'idaiiig'
pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan‘_; s

perundang-undangan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan ‘i:ugas dl b1c§a1‘1g“_'. :_ SR EE

pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan*"

dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan keszapszagaan' S By

bencana; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di b1ciang:-_i_'f
pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sesuai ketentuan peraturan'.. R

perundang-undangan.

HARD PERANGIEAT DARRAH sratER 1 | oomEEDA |
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Bagian Keenam

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 17

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dyat .

(1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan B
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. : '

Pasal 18

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkam -_bélian .zd_aﬂ
merumuskan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan 10gjiStik ‘bencana,”

serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegla‘taﬂ pelayanm - :

dan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Bldang _ |

Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Kedaruratan dan Loglstﬁ{

b. penyiapan bahan dan perumusan kehijakan teknis di bldang kedarmataﬁ e

dan logistik bencana;

c. penyelenggaraan urusan di bidang kedaruratan dan 10g1a>§:1k benc&na . 3

sesuai ketentuan peraturan pemndaﬂg—undangan,

d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi' ‘di bidang - ]
kedaruratan dan logistik bencana sesuai ketentuan pera‘turan pemndaﬂg—«'_ R R

undangan;

e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan
logistik bencana; ' '

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ‘dan fumgm di_'
bidang kedaruratan dan logistik bencana sesuai ketentuarz peratur&m_ S

perundang-undangan,

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaaﬂ ’Lu':fas d1 b1dang* .: L

kedaruratan dan logistik bencana;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badail berkenaan .

dengan tugas dan fungsi di bidang kedaruratan dan logistik bencana dan -

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bldang.' - ;
kedaruratan dan logistik bencana sesuai ketentuan pem’turan perundang-

undangan,
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Bagian Ketujuh

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

penanggulangan bencana, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan
rekonstrulksi. '

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi : : -

4. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstz‘Hk:Si; |

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi
dan rekonstruksi penanggulangan bencana; :

C. penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi dan rekonstiuksi

penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adzninistrgasi' T di bidaﬁg. S

rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana sesuai ketentusn o D R

peraturan perundang-undangan;

e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan -
rekonstruksi penanggulangan bencana;

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan :tugaé-dan ftii‘igsi'.'di E

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana sesuai -

ketentuan peraturan perundang-undangan;

g Dpelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaanftugas di bidang B

rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan _.bérkenaaié"""'
dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dai} rekonstruksi
penanggulangan bencana; dan L o

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang o
rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang- -
undangan. :

KAED PERANGHAT DARRAR ASIETEN 1 seRpa | |
11 PTH PEMEARARSA ’ :
HURUHM HEL s N

L } |




- 13-

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pagal 23

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) -
huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
atau kegiatan teknis penunjang BPBD. : o

(2} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipi_mpjn _03‘3}3- o L

seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab képada" A R

Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 24

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata -Kerjé.' |

Unit Pelaksana Teknis pada BPBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur . . |

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -

Bagian Kesembilan
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsiéonal

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 _
ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan - jabatan i
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan N

pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan _jabatan '_'dﬂél%iz,llgai’i'- e o
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuen dari kementerian

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |

(3} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud; pada ayat (1) |
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara laiigsung kepada
Pejabat Administrator, L '

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang d.iiakul}:aﬂ -pehye’tar&éiri-
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam  Jabatan -

Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub- Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pélaksfana_-_se'riior'yaﬁg' SRR Bt
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang@mdangém yang RN
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan

Fungsional.

{5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan ..Sel“téi-."
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator - Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. ' : -
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Pagal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang = diaﬁgkat' | melaim_-_::_-.r:é-_ BEIGE
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawabi
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi ‘Pratama, Pejabat_-_:"_;_
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkajtan dengemj}'__' 5
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan _}enjangnya sesueu_ﬁ o SR e

ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dlmaksud pada ayai (1) _
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan_ﬁ_:_f_ ;3 N
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perunciemg-’;;. e

undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional d1tetapkan Sesual keten‘tuaﬂ“f.-_'.3';._2'
peraturan perundang-undangan. L ' o

Pasal 27

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang beium ézangkat dem?_'
dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme peniyetaraan
jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan Jabataﬁ yang dzduduki':' N o
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan.
perundang-undangan mengenai ketentuan peﬂghasﬂan ?enyetaraan'__ Sl e

Jabatan.

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang aka;n diduduki disetarakan.:'_g” g e
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki’ sebelumnya Sampa,l_i REE REESET S

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan P&nyetaraaﬁ J abatan

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan d1c1uduk1 sebagazmana?'-;.'-"3:2.
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang: lebih: tinggi, Jelas
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan per umdaﬁg—:_--_'f

undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsmnal tersebut

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur darx Pegawal ASN :'_f
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pera'tu'ran pemnc{aﬂgm S

undangan.

(2} Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diélagléat.déri'”Pégaﬁféi ASN _
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang~ SERNTE N

undangan.

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BPBD memperhaiﬂ{a_n syarat_' _.
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangam e

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karlr masa jabatan bagiﬂ}_ﬁ
Pegawai ASN dalam suatu jabatan dzsesuazkan dengan ketentuan'__'__

peraturan perundang-undangan.
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peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan  yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegidtan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan

yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana =
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima .
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi,

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu

Tata Kerja
Pasal 30

Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, ._'i‘riémbiria, R
mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja =

kepada bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnva, seluruh Pejabat Adlniﬁisﬁrasi dan Pejabat i
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD maupun antar Pc?raﬁgka‘t Daerah

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fufﬁtgsi pengawaéaz}i S
di lingkungan BPBD dan mengambil langkah-langkah vang diperlukan
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Bagian Kedua
Laporan

Pasal 31

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tug’asﬂya_d_an' |
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada -Gubemﬁr’i_] o
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai .

ketentuan peraturan perundang-undangan
RARD FERANGHEAT DARRAH
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Setiap Pejabat di lingkungan BPBD wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
magsing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan vang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32
Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan BPBD ditetapkan oleh
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi BPBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada BPBD tetap melaksanakan tugasnya sepanjang
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 1273,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 163), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal %o Surm e
i GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Diundangkan di Pontiama}tg
pada tanggal #0 o uny Ww

SEKRETARIS DAERAH
PROVINST KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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